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Abstract
One form of copyright and neighbouring rights infringement is "piracy" or
reproduction of a copyright or intellectual work of recording music and songs in
the form of tapes, CDs, VCDs and DVDs without permission and giving rewards
to the creator or copyright holder, aiming at commercial violating Article 8 and
Article 9 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright). Piracy of music
recordings and songs must be anticipated because developed countries will sue
Indonesia through a panel of the World Trade Organization (WTO) since the
intellectual property authorities who are generally developed countries such as
the United States will look for ways to protect their intellectual property rights of
their citizens. It needs to be stressed, the duty of the government to enforce the
related rights and then the Collecting Society which is carried out by the creators
or record producers, then the performance of the institution cannot be separated
from the responsibility of the government.
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Intisari
Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta dan hak terkait adalah “pembajakan”
atau perbanyakan suatu karya cipta atau karya intelektual rekaman musik dan
lagu–lagu baik dalam bentuk kaset, CD, VCD dan DVD tanpa izin dan memberi
imbalan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, bertujuan komersial yang
melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta). Pembajakan rekaman musik dan lagu–lagu harus diantisipasi karena
negara maju akan menuntut Indonesia melalui panel World Trade Organization
(WTO) karena penguasa hak milik intelektual yang umumnya negara maju seperti
Amerika Serikat akan mencari cara untuk melindungi hak kekayaan intelektual
warga negaranya. Perlu ditegaskan, tugas pemerintah untuk menegakkan hak
terkait dan kemudian berdiri Collecting Society yang dilaksanakan kalangan
pencipta atau produser rekaman, maka kinerja lembaga itu tidak boleh lepas dari
tanggung jawab pemerintah.
Kata Kunci: Hak Ekonomi, Fonogram, Musik.
A. Pendahuluan
Masyarakat Indonesia saat ini mengenal berbagai jenis ciptaan lagu mulai
dari lagu-lagu daerah, yang mempunyai segmen pasar tertentu, misalnya,
masyarakat yang berasal dari daerah tersebut, lagu dangdut, lagu pop, lagu
instrumental dan lain-lain. Pada ruang lingkup nasional, lagu-lagu yang digemari
pada umumnya ialah lagu-lagu yang menggunakan bahasa Indonesia. Di samping
bahasa Indonesia dan bahasa daerah, terdapat juga lagu-lagu yang berbahasa asing
seperti misalnya lagu-lagu yang berbahasa Cina, India, Inggris, dan lain-lain. Dari
lagu-lagu asing tersebut, yang paling popular adalah lagu-lagu yang berbahasa
Inggris yang juga dikenal dengan lagu-lagu Barat yang kebanyakan berasal dari
negara-negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Irlandia Utara.
Pada segmen lagu-lagu berbahasa asing, penggemar umumnya adalah
kalangan anak muda dan orang-orang yang tingkat sosial dan pendidikannya dari
golongan menengah ke atas. Di negara-negara lain juga seperti halnya di
Indonesia, selain musik dari negara sendiri para penggemar lagu-lagu asing juga
cukup banyak. Hal ini disebabkan karena pesatnya perkembangan industri musik,
televisi, radio, dan media massa seperti masuknya saluran Music Television
(MTV) ke berbagai negara dimana saluran televisi ini menyiarkan lagu-lagu asing,
dan juga misalnya media dari dalam dan luar negeri yang banyak membahas lagu-
lagu asing.
Hal-hal tersebut membuat produser rekaman di Indonesia tertarik untuk
mengembangkan potensi industri rekaman lagu-lagu asing karena pangsa
pasarnya yang menjanjikan. Para produser rekaman dari berbagai perusahaan
rekaman berusaha untuk sebanyak-banyaknya memproduksi rekaman lagu-lagu
asing. Rekaman lagu-lagu asing sekarang ini bisa berbentuk kaset, Cassette Disc
(CD), Video Compact Disc (VCD), dan Digital Video Disc (DVD) yang berupa
lagu dan video klipnya. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada lagu-lagu yang
sedang populer di luar negeri seperti misalnya tangga lagu pada majalah
Billboard, Rolling Stone atau juga tayangan lagu-lagu asing yang sering disiarkan
di MTV. Dari sini produser akan melihat lagu-lagu mana yang kalau diproduksi
sesuai dengan peminatan pasar, dalam hal ini kejelian dan naluri bisnis dari
seorang produser sangat diperlukan. Total pangsa pasar album fisik di Indonesia
sebesar 11.250 juta per tahun. Namun, sebanyak 5 persennya adalah album fisik
asli, sedangkan sisanya bajakan. Akibat pembajakan fisik, kerugian industri musik
Rp. 3,5 trilyun per tahun. Kerugian pemerinta dari pajak pertambahan nilai Rp
350 milyar. Sedangkan, menurut hasil survey sebuah penyedia jasa jaringan
internet mencatat, kerugian industri musik akibat tindakan pengunduhan gratis,
tanpa ijin pemilik, kerugian industri musik diperkirakan Rp 8,4 trilyun per tahun
dan kerugian pemerintah Rp 850 milyar.1 Tetapi di sisi lain pertumbuhan pesat
industri yang bergantung pada hak cipta dan hak terkait seperti industri rekaman
juga menyebabkan berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran dan
penyalahgunaan hak cipta, yang tidak hanya pada industri rekaman tetapi juga
industri lain misalnya industri film atau buku.
Dengan semakin maraknya aksi pembajakan tersebut, maka sekarang ini
praktek-praktek pembajakan atas hak cipta sepertinya sudah menjadi fenomena
global, sehingga sudah saatnya pemerintah ikut ambil bagian dalam seluruh upaya
yang biasanya dilakukan oleh pihak swasta, untuk turut serta memerangi
kejahatan yang sangat merugikan para pencipta, pengusaha dan para artis di
belantika musik. Bahkan perkembangan terakhir ini menunjukan, aksi
pembajakan tersebut sudah menjadi semacam gurita kejahatan internasional.
Dalam penegakkan hukum bisnis, aspek ekonomi dari suatu kegiatan memainkan
peran penting karena berhubungan dengan banyak kepentingan terutama
kepentingan Perusahaan.2 Dalam hal produsen lagu-lagu sangat dirugikan dengan
adanya pembajakan.
Sebagai akibat ulah dari para pembajak hak cipta karya tersebut, akhirnya
menyebabkan Indonesia belakangan ini menjadi sorotan dunia internasional.
Dimana kasus-kasus hukum semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan
1 Perhitungan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari KOMPAS, tanggal 18 Januari 2016:
“Ekonomi Kreatif: Mencari Perlindungan Karya pada Era Digital”.
2Rio Christiawan, Harmonisasi Pendekatan Economic Analysis of Law dan Pendekatan
Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia, Jurnal Era Hukum, 2017,
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supremasi hukum menjadi terpuruk. Dari tingkat kejahatan yang paling canggih,
yang menggunakan kejahatan teknologi seperti kejahatan berkerah putih (white
collar crime), sampai pada kejahatan yang dilakukan oleh orang awam. Kondisi
tersebut sangat berpengaruh pada pembangunan hukum di Indonesia, bukan saja
yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum, tetapi juga berkenaan
dengan penerapan dan perlindungan hukum itu sendiri khususnya perlindungan
hukum terhadap pelanggaran Hak cipta.
Dalam hal ini, permasalahan hukum yang cukup krusial dalam
pembangunan hukum nasional dari hasil hasil informasi media massa, adalah
masalah pembajakan karya rekaman suara (sound recording) khususnya musik,
telah menjadi isu hangat yang sering menjadi pemberitaan berbagai media massa
tersebut. Salah satu masalah yang bersangkutan, ialah dengan banyaknya jumlah
kaset- kaset maupun CD/VCD/DVD bajakan yang sangat besar, yakni mencapai
ratusan ribu keping dan tersebar luas di seluruh Indonesia.
Tindakan tersebut jelas sangat merugikan pencipta lagu maupun produser
fonogram (produser rekaman), karena kedua belah pihak tidak saja dirugikan dari
segi ekonomi tetapi juga dari segi moral. Sebab, pencipta lagu telah mengarahkan
segala kemampuan dan kreatifitasnya dan produser telah mengeluarkan biaya
yang besar untuk mempromosikan dan menghasilkan karya tersebut. Dari segi
moral, pencipta lagu merasa hasil jerih payahnya tidak dihargai. Sedang dari segi
ekonomi, adalah keuntungan yang lebih banyak ternyata diraih oleh para
pembajak tersebut.
Keuntungan yang besar itulah yang mendorong pihak-pihak lain atau para
pengusaha saling berlomba mengejar harapan untuk menekuni bisnis di bidang
rekaman suara, yang kadang kala dilakukan dengan cara pembajakan. Dimana
praktek-praktek pembajakan tersebut secara hukum telah melanggar hak cipta
pencipta lagu, maupun para produser rekaman pembuat kaset atau pembuat
CD/VCD/DVD tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah peneliti kemukakan
diatas, maka rumusan permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul
penulisan hukum ini antara lain:
1. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi produser fonogram
(produser rekaman) lagu-lagu barat di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak terkait (neighbouring rights)
pada produser rekaman lagu barat di Indonesia?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung oleh data empiris primer
yang ada di masyarakat.
Guna mendukung penelitian tersebut, maka alat pengumpul data yang
digunakan adalah berupa studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian
terhadap bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, serta literatur-literatur huokum yang
berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif
analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah
faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun,
dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat
tertentu.
Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan
sistematis mengenai perlindungan ekonomi produser fonogram pada rekaman
musik dan lagu. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh
selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan budaya
terhadap pembajakkan dalam rekaman musik dan lagu.
Data dan Sumber Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:
 Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan
perundang-undangan, Keputusan Presiden, Rancangan Undang-Undang
dan lain-lain.

 Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku
referensi, hasil karya ilmiah para sarjana.

 Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan
petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan
sebagainya.
Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu
berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara
mempelajari bukubuku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen yaitu
berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-
undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik
pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog.
D. Pembahasan
A. Pelanggaran dan Sengketa Hak Cipta Musik dan Lagu di Indonesia
Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan
sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan
tanpa seijin produser fonogram (produser rekaman) atau pemegang hak yang sah.
Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan
kemasan rekaman aslinya. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian
dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa seijin dari pemegang hak
ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka
percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. Ketiga,
penggandaan rekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa ijin dari produser
rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Ketiga
bentuk reproduk atau penggandaan tersebut diatas pada umumnya ditemukan
dalam bentuk-bentuk kaset atau compact, walaupun adakalanya ditemukan dalam
bentuk disc.
Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.3 Perlindungan hak
cipta memang sudah diatur dalam undang-undang hak cipta dan berbagai
peraturan yang mengaturnya semua itu bertujuan untuk memperoleh perlindungan
bagi pencipta yang maksimal. Sebelum mencoba mencari kesimpulan, sebagai
upaya penegakan hukum hak cipta yang maksimal berikut ini akan disampaikan
terlebih dahulu beberapa kondisi yang menjadi celah utama dalam kecenderungan
tumbuhnya pembajakan karya rekaman musik dan lagu, yaitu beberapa faktor
yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap hak cipta dibidang musik dan
lagu adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat
Sejauh ini kita masih harus berlapang dada menerima kenyataan bahwa
pengetahuan masyarakat secara umum terhadap perlindungan hak
kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak cipta masih sangat rendah.
3Mustaqim, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 1(1).
Sehingga akan menjadi naif apabila mengharapkan munculnya kesadaran
hukum masyarakat dalam kondisi tersebut diatas.
2. Sikap masyarakat yang cenderung apriori
Masyarakat kita cenderung apriori terhadap penegakan hukum hak cipta,
sehingga lahirlah semacam ketidakpedulian terhadap akibat-akibat
pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung, walaupun
pelanggaran tersebut berlangsung didepan mata.
3. Penegakan hukum yang tidak maksimal
Sampai sejauh ini kita boleh berbangga hati bahwa pengaturan hukum
perlindungan hak cipta sudah sangat memadai. Dalam dunia international
pun Indonesia tidak lagi membatasi perlindungan hak cipta pada
perjanjian-perjanjian bilateral saja, tetapi sejak tahun 1997 kita telah
menetapkan perlindungan yang lebih luas dengan menandatangani Bern
Convention yang merupakan perjanjian multilateral. Persoalannya
sekarang adalah bagaimana melaksanakan penegakan hukum sebagai
pemenuhan atas aturan-aturan perlindungan tersebut.
4. Kemajuan teknologi
Kemajuan teknologi ternyata merupakan pedang bermata dua dalam
penegakan hukum hak cipta. Karena seiring dengan kemajuan teknologi
pembajakan atas karya rekaman suara juga semakin mudah dilakukan.
Pada masa sekarang ini hampir-hampir tidak dibutuhkan keahlian khusus
untuk melakukan pembajakan karya rekaman musik dan lagu. Kondisi ini
diperburuk dengan fasilitas yang diberikan era digital dimana setiap media
penghantar suara digital dapat menjadi master rekaman untuk digandakan
dengan tingkat presisi yang tinggi.
Pertama-tama kita akan menyadari bahwa dari empat celah diatas kondisi
pertama, kedua dan ketiga akan menciptakan pasar yang subur dan solid.
Masyarakat yang tidak peduli dan tidak memahami perlindungan hukum hak cipta
akan menjadi pembeli potensial bagi unligitimate product sementara disisi lain
penegakan hukum yang tidak maksimal mengakibatkan tidak munculnya efek jera
di masyarakat sebagaimana yang seharusnya diharapkan. Sehingga oknum
masyarakat yang melakukan pembajakan lebih tergiur kepada keuntungan yang
bakal didapat secara instant daripada ancaman hukuman yang digariskan undang-
undang.
Penegakan hukum yang diharapkan sesungguhnya adalah satu proses yang
dijalankan secara terus menerus dan komprehensif. Karena bagaimanapun
persoalan penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah persoalan setiap orang.
Menilik dari celah-celah kecenderungan masyarakat untuk melakukan
pembajakan karya rekaman musik dan lagu proses diatas harus dimulai dengan
memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat oleh anggota masyarakat
yang mempunyai pengetahuan yang memadai untuk itu. Baik dalam ruang lingkup
tanggung jawab pekerjaan seperti aparat penegak hukum, pendidikan, wartawan
maupun para pelaku industri itu sendiri termasuk di dalam artis rekaman musik
dan lagu.
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Karya Rekaman Musik dan Lagu
Sebelum peneliti mengemukakan mengenai bentuk-bentuk perlindungan
hukum dalam Undang-Undang hak cipta ada baiknya peneliti terlebih dahulu akan
mengemukakan pengertian pencipta dan hak cipta. Menurut Muhammad Jumhana
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan imajinasi, kecekatan, keterampilan
atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Hak
cipta adalah hak alam, dan menuruti prinsip ini bersifat absolut, dilindungi haknya
selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut
maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, semasa hidup
dan beberapa tahun setelahnya.
Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, peneliti uraikan juga beberapa
pengertian hak cipta.
Yang pertama, menurut Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 nya menyebutkan,
hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak
tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan
kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Yang kedua, menurut Universal Copyright Convention, disebutkan bahwa
hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan
memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian
ini.
Bentuk-bentuk perlindungan hukum hak cipta di bidang karya rekaman
musik dan lagu telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta yang pada dasarnya bersifat preventif dan represif. Bentuk
perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang mengatur:
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.”
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menentukan:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.4
Demikian pula di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Pencipta adalah orang yang namanya
disebut dalam Ciptaan atau dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan,
kecuali terbukti sebaliknya. Arti kata “terbukti sebaliknya” bahwa anggapan akan
gugur bilamana dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa
dia adalah Pencipta yang sebenarnya.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Sesuai dengan penjelasan beberapa istilah tercantum dalam Pasal 1 angka
(11) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:
“Pengumuman  adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu  ciptaan
dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau
melakukan  dengan cara  apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca,
didengar, atau dilihat orang lain.”
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu
salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam
bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”
Dengan demikian, arti dari rumusan hak cipta seperti di atas antara lain adalah
sebagai berikut, Pertama, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta yang
berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang
memperoleh ijin untuk itu. Kedua, hak khusus tersebut meliputi hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan Ketiga, hak khusus tersebut
juga mengenai hak untuk memberi ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya. Ketiga hak khusus itulah yang dimaksudkan oleh undang-undang
sebagai hak yang eksklusif atau Hak Eksklusif.
Yang termasuk didalam kegiatan mengalihkan suatu ciptaan dalam
penjelasan undang-undang hak cipta tersebut tercantum di dalam penjelasan
adalah salah satunya dengan mengalihwujudkan dimaksud transformasi seperti
patung dijadikan lukisan atau sebaliknya, cerita roman menjadi drama atau film,
drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya.
Salah satu aspek hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta
adalah hak ekonomi (economic right), yakni: mendapatkan manfaat ekonomi atas
suatu karya cipta serta produk hak terkait. Hak ekonomi tersebut berupa
keuntungan sejumlah uang diperoleh karena penggunaan sendiri ciptaannya atau
dialihkan kepada pihak lain berdasarkan ijin dari pencipta berdasarkan perjanjian
lisensi.
Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut sebagai hak eksploitasi,
antara lain meliputi:
1. Hak untuk memperbanyak ciptaan,
2. Hak untuk mengumumkan ciptaan,
3. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan, dan
4. Hak untuk mereproduksi ciptaan.
Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau
musik, seorang pencipta dapat melakukan, antara lain:
a. Mengumumkan atau memperbanyak sendiri karya ciptanya itu guna
diambil manfaat ekonominya, atau
b. Mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian,
dan atau
c. Menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas
pengeksploitasian karya ciptanya
B.1. Lembaga Manajemen Kolektif
Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk berdasarkan amanat Pasal 87
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga manajemen
kolektif berfungsi untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan hak
ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Lembaga manajemen kolektif dalam
pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri.
Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik
hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik
imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait
dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna hak cipta dan hak
terkait yang memanfaatkan hak tersebut membayar royalti kepada pencipta,
pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen
kolektif. Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait membuat
perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk
membayar royalty atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Tidak dianggap
sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak
terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan
memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.
Tatanan ilmiah dari pasar bebas ini memajukan kesejahteraan setiap orang dan
seluruh masyarakat melalui berfungsinya kecenderungan setiap orang untuk
mengejar kepentingannya demi membuat hidupnya menjadi lebih baik.5
Kelahiran lembaga manajemen kolektif dimaksudkan untuk melindungi
hak pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait khususnya dalam
karya lagu dan musik. Kerap kali dalam praktik karya cipta lagu dan musik itu
ditampilkan di lembaga penyiaran baik lembaga siaran elektronik (yang bersifat
visual) maupun lembaga siaran yang dikelola oleh radio-radio pemerintah dan
swasta. Para pemegang hak cipta musik dan lagu yang ditampilkan dalam siaran
tersebut diiringi dengan iklan-iklan yang bersifat komersial, tentu saja
memanfaatkan hasil karya cipta lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Demikian juga dalam hal karya cipta lagu dan musik yang digunakan untuk
aktivitas komersial melalui pengelolaan bisnis karaoke. Di sinilah letak peran
lembaga manajemen kolektif dalam menghimpun atau mengumpulkan sebagian
dari penghasilan lembaga siaran dan bisnis karaoke tersebut yang disisihkan oleh
lembaga yang memanfaatkan karya cipta musik dan lagu tersebut. Untuk
selanjutnya lembaga manajemen kolektif akan mendistribusikan dana yang
dihimpun itu kepada para pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak
terkait. Untuk itu, lembaga manajemen kolektif dalam operasionalnya harus
mendapatkan izin dari menteri terkait, dalam hal ini kementerian kehakiman dan
Hak Asasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Indonesia. Untuk mendapatkan izin, itu lembaga manajemen kolektif harus
mengajukan permohonan kepada menteri yang bersangkutan. Syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
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2. Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak
terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus)
orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau
music yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima
puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik
hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada
pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
Aktivitas lembaga manajemen kolektif itu adalah semata-mata untuk
mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan
karenanya lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari
menteri dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Dalam
kaitannya dengan itu, pengelolaan royalty hak cipta bidang lagu atau music
lembaga manajemen kolektif nasional harus merepresentasikan keterwakilannya
sebagai berikut:
1. Kepentingan pencipta
2. Kepentingan pemegang hak cipta; dan
3. Kepentingan pemilik hak terkait.
Oleh karena itu, kedua lembaga manajemen kolektif ini memiliki
kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari
pengguna yang bersifat komersial dalam dua bentuk, yaitu lembaga manajemen
kolektif untuk kepentingan pencipta dan lembaga manajemen kolektif untuk
kepentingan pemilik hak terkait. Untuk melakukan penghimpunan, kedua lembaga
manajemen kolektif itu wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran
royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif dimaksud
sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Kata “kelaziman”
dan “keadilan” yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
adalah sebagai penekanan pada penegakan prinsip atau asas hukum kepatutan dan
prinsip atau asas hukum keadilan. Kata “lazim” menunjukkan pada ukuran-ukuran
yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tidaklah patut atau tidaklah pantas jika
royalti yang didapat dari pengelolaan lembaga manajemen kolektif itu lebih
banyak dinikmati oleh lembaga manajemen kolektif daripada yang dinikmati oleh
para pencipta atau pemegang hak terkait. Oleh karena itu, pendistribusian dari
hasil royalti yang dikelola oleh lembaga manajemen kolektif itu kepada para
pencipta atau pemegang hak terkait haruslah memenuhi rasa keadilan yang
kemudian tentang besarannya akan diatur oleh kementerian terkait.
Disamping itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu juga
menerapkan prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan keuangan yang
dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif. Dalam melaksanakan pengelolaan
hak pencipta dan pemilik hak terkait lembaga manajemen kolektif wajib
melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan
publik independen paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya
kepada masyarakat paling tidak melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu)
media elektronik.
Untuk menjaga agar distribusi royalti itu benar-benar sesuai dengan
kelaziman dan keadilan, maka lembaga manajemen kolektif hanya dapat
menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari
jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun demikian
pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya lembaga manajemen kolektif
berdasarkan Undang-Undang ini, lembaga manajemen kolektif dapat
menggunakan dana operasional sebanyak 305 (tiga puluh persen) dari jumlah
keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pertimbangan terakhir ini
dimaksudkan adalah untuk memberi kemudahan kepada lembaga manajemen
kolektif yang baru didirikan. Tentu saja sebagai suatu lembaga yang baru
memerlukan dana yang cukup besar juga untuk persiapan sarana fisik dan non
fisik lembaga dimaksud, termasuk rekrutmen terhadap tenaga-tenaga sumber daya
manusia yang diperlukan dalam pengelolaan lembaga manajemen kolektif
dimaksud.
Setiap tahunnya menteri terkait melaksanakan evaluasi terhadap lembaga
manajemen kolektif. Jika dalam evaluasi menteri, lembaga manajemen kolektif
tidak memiliki persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, maka izin
operasional lembaga manajemen kolektif tersebut dapat dicabut oleh menteri yang
bersangkutan.
B.1.1. Pengertian Lisensi
Lisensi berasal dari bahasa latin licentia. Lisensi berarti izin yang
digunakan dalam konteks tertentu, yang tertuang dalam akta tertentu, berdasarkan
perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut licensor dan pihak yang menerima
lisensi disebut licensee. Izin dalam konteks tertentu dimaksud seringnya dapat
disebut juga sebagai ijin untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu
ciptaan, misalnya memperbanyak, mengumumkan, menerjemahkan dan lain-lain.
Dalam hal rekaman music dan lagu-lagu asing ijin tersebut bisa mencakup dua hal
yaitu :
1. Memperbanyak atau memproduksi ulang rekaman lagu-lagu barat
dalam bentuk kaset, CD, VCD dan DVD.
2. Mengumumkan, yaitu mendengarkan atau menyanyikan rekaman lagu-
lagu barat tersebut di tempat-tempat umum seperti restoran, bar, hotel,
bahkan televisi dan radio, untuk tujuan komersial.
Izin yang dimaksud dengan lisensi itu merupakan perbuatan hukum, yang
dapat dilihat dari pengertian, bahwa perlisensian adalah perbuatan hukum antara
dua pihak, dimana satu pihak memberi izin kepada pihak lain, tanpa pemberian
izin tersebut perbuatan itu dilarang oleh hukum. Pada umumnya lisensi
dimaksudkan dalam pengalihan hak dan biasanya disertai dengan suatu royalti
yaitu imbalan yang diberikan oleh pihak penerima lisensi (licensee) kepada pihak
pemberi lisensi (licensor).
Ada beberapa cara untuk pembayaran lisensi selain royalti, yaitu :
a. Pembayaran sekaligus (lump-sum)
Dalam perjanjian lisensi, pembayaran dapat dilakukan sekaligus, biasanya
dilakukan pada saat menandatangani perjanjian lisensi. Pada seorang licensor,
pembayaran dengan cara ini mempunyai beberapa keuntungan.
- Licensor tahu pasti berapa yang didapatnya dan tidak bergantung
pada persentase omzet licensee yang belum pasti.
- Jelas telah ada pembayaran, jika  kemudian terjadi  hal-hal  yang
tidak menyenangkan diantara mereka, akan lebih baik telah
menerima daripada akan menerima.
Bagi seorang licensee, kebaikan pembayaran dengan cara ini sudah sejak
semula dia mengetahui apa yang harus dilakukannya, dan dengan demikian
jumlah tersebut dapat diperhitungkan dengan investasinya dan kemudian juga
dapat diperhitungkan dengan investasinya dan kemudian juga dapat
diperhitungkan dengan harga. Pembayaran dengan cara ini juga mempunyai
resiko yang tinggi pada seorang licensee, karena licensee harus menanggung
kerugian sepenuhnya bila produk yang dilisensikan mengalami kegagalan, sedang
licensor tidak bertanggung jawab lagi terhadap barang yang dilisensikan. Untuk
pembayaran sekaligus dalam kontrak-kontrak berbahasa Inggris digunakan istilah-
istilah : “paid-up license”, dan “down payment”. Down payment adalah suatu
pembayaran sekaligus yang kemudian disusul oleh pembayaran-pembayaran
dengan jumlah-jumlah tertentu dan juga dengan persentase-persentase tertentu.
1. Pembayaran untuk tiap kesatuan yang disebut dalam kontrak
Pembayaran dengan cara ini dilakukan berdasarkan jumlah
produksi lisensi tersebut, seperti permesin, dan perkaset, serta untuk
kesatuan-kesatuan ini diperjanjikan satu jumlah tertentu yang harus
dibayar. Pembayaran dengan cara ini betapapun sederhana dan
jelasnya, mempunyai segi-segi kurang menguntungkan bagi pemberi
lisensi jika ada kenaikan harga disebabkan karena faktor-faktor
tertentu, misalnya inflasi.
2. Pembayaran berdasarkan persentase keuntungan
Pembayaran dengan cara ini dinyatakan dengan suatu
persentase dari keuntungan yang didapat licensee dari obyek yang
dilisensikan. Tetapi apakah keuntungan dan bagaimana bila tidak ada
keuntungan, kepada siapakah dibebankan kepada licensor atau
licensee. Terlihat bahwa bentuk ini kurang menarik walaupun ada juga
orang yang menggunakannya.
3. Royalti
Pembayaran dengan cara royalti adalah pembayaran
berdasarkan suatu persentase dari harga jual atau harga ongkos obyek
yang diberi lisensi itu atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan
obyek lisensi. Dibandingkan dengan pembayaran sekaligus, dapat
dikatakan bahwa royalti lebih menguntungkan apabila lisensi itu
mendapat sukses dan orang yang berkewajiban membayar royalti
tersebut bersedia untuk mengadakan perjanjian yang cukup lama,
sehingga jumlah yang akan diterima dari royalti keseluruhannya akan
lebih besar daripada jumlah pembayaran sekaligus.
Menariknya perjanjian dengan royalti bagi licensor-licensee adalah
terutama karena mereka tidak perlu membayar sebelum bisa mendapatkan sesuatu
dari obyek lisensi dan sebelum lisensi itu membuktikan manfaatnya. Tetapi jika
segala sesuatu berjalan dengan baik, maka dapatlah persentase dari royalti itu
dibebankan pada harga jual. Sebaliknya jika usaha dengan lisensi itu tidak
berjalan dengan baik, maka lisensi pun tidak perlu dibayar. Tetapi jika usaha tidak
berjalan dengan baik, tentu akan mengecewakan bagi seorang licensor, karena itu
adalah lebih baik jika seorang licensor menerima suatu jumlah sekaligus
walaupun lebih kecil, daripada kemungkinan-kemungkinan royalti yang
diperhitungkannya. Dalam hal ini ada dua macam royalti :
1. Pembayaran sekaligus yang diperhitungkan dengan royalti. Dalam hal ini
seorang licensor dapat meminta pembayaran sekaligus untuk suatu jumlah
tertentu, yang akan diperhitungkan dengan royalti-royalti yang dia terima di
hari yang akan dating. Dapat juga diperjanjikan adanya suatu jumlah
minimum tertentu, sebagai pembayaran tahunan yang diperhitungkan
sebagai royalti.
2. Royalti berdasarkan persentase yang semakin lama jumlahnya semakin
ditingkatkan atau semakin diturunkan. Dalam hal persentase royalti semakin
lama semakin ditingkatkan, dasar pertimbangannya adalah bahwa licensee
terlebih dahulu harus berusaha untuk merebut pasar, dan oleh karenanya
jangan sampai terlalu besar dibebani dengan royalti, yang tentu akan
mempunyai pengaruh terhadap harganya. Dalam hal persentase yang jumlah
royaltinya semakin lama semakin diturunkan adalah berdasarkan
pertimbangan, bahwa pengetahuan yang dilisensikan itu semakin lama
semakin kurang nilainya dan oleh karenanya pula, sepantasnyalah kalau
semakin kurang pula pembayarannya.
Perjanjian lisensi itu sendiri dapat dibagi menjadi perjanjian lisensi yang
eksklusif dan perjanjian lisensi yang non eksklusif. Perjanjian lisensi secara
eksklusif yaitu suatu perjanjian lisensi yang menambahkan janji lebih lanjut dari
licensor untuk tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan pihak lain
manapun. Pemberian lisensi secara eksklusif, secara implikasi, melarang licensor
untuk memberi lisensi-lisensi lain. Seorang licensee eksklusif dapat mengajukan
tuntutan hukum atas nama licensor, tanpa memerlukan izin dari licensor. Seorang
licensee eksklusif juga dapat mengadakan perjanjian sub lisensi dengan pihak
ketiga.
Dalam hal perjanjian lisensi yang non eksklusif, seorang licensor tetap
dapat bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi kepada pihak-pihak
lain, apabila ketentuan larangan untuk mengadakan perjanjian itu tidak
dicantumkan dalam perjanjian lisensi non eksklusif sebelumnya dan hak untuk
mengadakan tuntutan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi tetap
berada di tangan licensor. Licensee harus menyampaikan informasi mengenai
adanya pelanggaran lisensi pada licensor. Hak untuk mengadakan tuntutan dapat
dilakukan oleh licensee apabila licensor memberi kewenangan untuk
melakukannya.
B.1.2. Lisensi Rekaman Musik dan Lagu-Lagu Asing
B.1.2.1.Tata Cara Perjanjian Lisensi Rekaman Musik dan Lagu-Lagu Asing
Sistem lisensi tumbuh dan berkembang dalam praktek sesuai dengan asas
perjanjian yaitu, perjanjian yang dibuat para pihak akan mengikat mereka sebagai
undang-undang, yang sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). Perjanjian lisensi jika mengacu pada KUH Perdata maka
acuannya adalah buku ketiga KUH Perdata karena perjanjian lisensi termasuk
dalam hal perikatan antara licensor-licensee. Oleh karena itu sesuai sifat buku
ketiga yang bersifat terbuka, yaitu dimungkinkan untuk membuat ketentuan-
ketentuan lain dari buku ketiga sepanjang tidak melawan hukum, maka perjanjian
lisensi juga dimungkinkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan
kesepakatan antara licensor-licensee, sepanjang tidak menimbulkan akibat yang
merugikan bagi perekonomian Indonesia. Perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu
barat yang dilakukan produser rekaman suara di Indonesia dan di luar negeri akan
mengikat mereka sebagai undang-undang. Jadi dalam hal ini perjanjian lisensi itu
dilindungi oleh negara licensor dan licensee.
Sesuai ketentuan pendaftaran hak cipta bahwa ciptaan tidak harus
didaftarkan, karena ciptaan yang tidak didaftarkan juga dilindungi, kalau
melakukan pendaftaran maka hal ini adalah sebagai alat pembuktian, apabila ada
pihak lain yang menganggap bahwa ciptaan itu bukan hak milik orang yang
namanya terdaftar itu, pihak lain itu harus membuktikannya. Hal demikian juga
berlaku pada perjanjian lisensi, jadi agar perjanjian lisensi mempunyai akibat
hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi itu wajib dicatatkan oleh Menteri
dalam daftar umum perjanjian lisensi (sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat sudah mengaikat antara licensor
dengan licensee sebagai undang-undang yang dilindungi baik oleh negara licensor
dan licensee, tetapi agar dapat dibuat sebagai alat pembuktian bagi pihak ketiga
maka perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat tersebut wajib dicatatkan di
kantor hak cipta, dalam hal ini karena mengacu pada UUHC negara Republik
Indonesia, maka dicatatnya di kantor hak cipta negara Republik Indonesia.
Perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat juga harus dicatatkan di kantor ASIRI
(Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), sepanjang pihak licenseenya di Indonesia
adalah anggota ASIRI, karena ASIRI akan selalu melakukan perlidungan terhadap
anggotanya.
B.1.3. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi Rekaman Musik dan Lagu-Lagu Asing
Ruang lingkup perjanjian lisensi rekaman musik dan lagu-lagu asing
seperti halnya perjanjian pada umumnya mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu
yaitu :
a. Para Pihak yang terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat
adalah antara licensornya dan licenseenya. Pada masa sekarang ini, antara
licensor dengan licensee biasanya sudah mempunyai perjanjian lisensi berupa
kontrak tertentu, karena yang menjadi licensee adalah perusahaan rekaman lokal
yang merupakan cabang dari perusahaan rekaman induk yang pusatnya di negara
tertentu, misalnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an
pembajakan rekaman lagu-lagu barat tidak dapat dikatakan pembajakan, karena
secara yuridis negara RI tidak mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral
mengenai perlindungan hak cipta dengan negara-negara tersebut, sehingga negara
RI tidak terikat secara yurids untuk melakukan perlindungan terhadap pembajakan
rekaman lagu-lagu barat. Sejak dimulainya perjanjian bilateral, pada tahun 1988
tentang perlindungan rekaman suara antara negara RI dengan MEE, diikuti
perjanjian bilateral atau multilateral lainnya mengenai perlindungan hak cipta,
maka perusahaan rekaman induk mulai memberikan lisensi kepada para produser
rekaman suara di Indonesia untuk memperbanyak rekaman lagu-lagu barat. Dalam
industri rekaman musik dunia, ada yang disebut dengan five major, yaitu lima
perusahaan rekaman (recording company), yang mendominasi pasaran musik
dunia, terutama untuk pasaran rekaman lagu-lagu barat, kelima five major ini yang
juga disebut perusahaan induk. Kelima five major ini adalah : Sony Music, Warner
Music, Universal Music, BMG Music, dan EMI Music.
Sekitar tahun 1988 sampai awal 1990-an, perusahaan-perusahaan tersebut
mulai memberikan lisensi kepada produser rekaman suara di Indonesia untuk
mendirikan perusahaan rekaman, yang memperbanyak dan mendistribusikan
rekaman lagu-lagu barat, karena pada saat itu rekaman lagu-lagu barat sudah
dilindungi di Indonesia. Pendirian perusahaan-perusahaan ini dengan janji bahwa
nantinya akan terjadi pengalihan kepemilikan kepada perusahaan induk, sehingga
sekarang kita mengenal Sony Music Indonesia, Warner Music Indonesia,
Universal Music Indonesia, BMG Music Indonesia, dan EMI Music Indonesia.
Secara otomatis hampir semua rekaman lagu-lagu barat yang beredar di Indonesia,
licenseenya adalah perusahaan lokal yang merupakan salah satu cabang dari
perusahaan rekaman five major, misalnya Sony Music Indonesia, dan yang
menjadi licensornya adalah perusahaan rekaman induk, misalnya Sony Music.
Perusahaan rekaman lokal cabang five major di Indonesia menguasai
sekitar 50-60% industri rekaman di Indonesia, karena mereka juga mengontrak
dan merekam serta mendistribusikan rekaman lagu-lagu penyanyi Indonesia.
Untuk rekaman lagu-lagu asing termasuk lagu-lagu barat seluruh omzet penjualan
kaset atau CD adalah sekitar 45% dari seluruh omzet penjualan kaset di Indonesia.
Selain perusahaan rekaman five major tersebut, masih ada perusahaan
rekaman independent label atau indie label. Perusahaan rekaman ini memberikan
lisensi kepada produser rekaman suara di Indonesia untuk memperbanyak dan
mendistribusikan rekaman lagu-lagu barat, tetapi jumlah perjanjian lisensi yang
dilakukan perusahaan rekaman independent label seperti ini tidaklah banyak.
Sebagai contoh licensornya adalah Rock Music, dan licenseenya di Indonesia
adalah perusahaan rekaman Indosemar Sakti.
b. Obyek Perjanjian
Yang menjadi obyek perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat adalah
master rekaman lagu-lagu barat tersebut. Master rekaman tersebut berasal dari
licensor, yang merupakan hasil perekaman terakhir dari sebuah lagu yang
dinyanyikan oleh seorang penyanyi, lalu di mixing (diatur aransemennya, tinggi
rendah notasinya), sehingga tercipta master rekaman. Master rekaman ini tiap-tiap
lagu ada yang ada dalam satu album. Master rekaman juga ada yang per lagu,
biasanya untuk membuat sebuah album kompilasi atau seleksi lagu-lagu barat,
yang berisi berbagai lagu dari berbagai perusahaan rekaman. Dalam hal ini
licensee tidak perlu lagi dikirimkan master rekaman karena biasanya pada satu
album sudah ada master rekamannya pada licensee, yang hendak dijadikan album
komplilasi atau seleksi, tetapi licensee tetap harus minta izin dari licensor.
Licensee dalam rekaman lagu-lagu barat biasanya tidak hanya memperbanyak
tetapi juga mendistribusikan rekaman lagu-lagu barat tersebut untuk dijual.
Perjanjian lisensi yang termasuk para perusahaan rekaman five major,
biasanya adalah perjanjian yang eksklusif, dimana licensor tidak akan
memberikan lisensi tersebut kepada pihak lain. Hal ini sudah merupakan hal yang
mutlak karena antara licensor dengan licensee adalah antara perusahaan induk
dengan perusahaan lokal. Bagi perusahaan rekaman independent label, perjanjian
lisensinya ada perjanjian yang eksklusif, dan ada juga yang tidak tergantung
perjanjian antara licensor dengan licenseenya.
c. Masa Berlakunya Perjanjian
Biasanya  masa  berlakunya  perjanjian  lisensi  rekaman  lagu-lagu  barat
adalah sekitar satu tahun, karena untuk mengetahui bahwa sebuah rekaman lagu-
lagu barat dapat menjadi populer atau laku di pasaran, membutuhkan waktu
sekitar enam bulan. Tetapi kalau sebuah rekaman lagu-lagu barat menjadi populer
atau laku di pasaran, maka jangka waktu perjanjian lisensinya dapat diperbaharui,
selama masih ada permintaan dari pasar. Bahkan dimungkinkan untuk
memproduksi selama, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUHC bahwa jangka
waktu berlakunya rekaman suara adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan,
tentunya dengan catatatan rekaman lagu-lagu barat tersebut masih laku di pasaran.
d. Cara Pembayaran
Dalam perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat, cara pembayarannya
biasanya adalah berdasarkan royalti atau persentase penjualan, tetapi di dalam
pembayaran royalti ini didasarkan atas peran masing-masing pihak yang terkait
dalam jaringan rekaman lagu-lagu barat. Pihak-pihak tersebut adalah produser
rekaman suara, distributor, penyanyi, dan pencipta lagu. Oleh karena itu, penulis
akan memulai dengan bagaimana sebuah lagu itu dapat dijadikan master rekaman,
yang siap untuk diproduksi ulang dalam bentuk kaset, CD, VCD.
Pertama-tama seorang produser rekaman suara akan mencari penyanyi,
musisi, arranger untuk menciptakan sebuah lagu, tetapi bisa saja seorang calon
penyanyi atau band berinisiatif sendiri untuk menyerahkan demo kaset
rekamannya yang berisi lagu-lagunya pada seorang produser rekaman suara. Di
studio, lagu-lagu tadi disempurnakan, lalu direkam, sehingga terciptalah master
rekaman. Kemudian produser rekaman suara tadi tinggal mencari perusahaan
rekaman yang akan memperbanyak dan biasanya juga mendistribusikan rekaman
tersebut dalam bentuk kaset, CD, VCD. Seorang produser rekaman suara juga bisa
sebagai pemilik recording company sehingga dia yang bertindak sebagai
distributor. Jika hal ini melintasi batas negara, maka inilah yang dinamakan
perjanjian lisensi lagu-lagu asing yang dalam skripsi ini disebut sebagai perjanjian
lisensi rekaman lagu-lagu barat di Indonesia. Jadi licensornya adalah produser
rekaman suara sebagai pemilik master rekaman, misalnya dari Amerika Serikat,
yang bisa mempunyai perusahan rekaman atau tidak, dan dia memberi izin berupa
perjanjian lisensi kepada produser rekaman suara misalnya di Indonesia, yang
juga bisa saja pemilik perusahaan rekaman atau tidak untuk memperbanyak dalam
bentuk kaset, CD, VCD dan lain-lain. Jika misalnya produser rekaman suara di
Indonesia adalah pemilik perusahaan rekaman sekaligus distributor, maka dia
yang akan memperbanyak dan mendistribusikan rekaman lagu-lagu barat,
sehingga sampai ke tangan konsumen. Mengenai cara pembayaran royaltinya
dibagi menurut masing-masing peran di atas.
Setelah sebuah rekaman lagu-lagu barat, misalnya kaset, dibeli konsumen,
harganya sekitar Rp. 24.000,- maka dari harga tersebut dikurangi sekitar 25%
untuk royalti licensee sebagai distributor atau pemilik perusahaan rekaman. Dari
75% harga kaset tersebut akan dikurangi pajak, misalkan 10% sehingga menjadi
65%. Dari bagian ini maka yang menjadi royalti licensor berkisar 12-25%, dan
royalti licensor tersebut sudah termasuk royalti penyanyi lagu barat, yang berkisar
3-12% tergantung ketenaran penyanyinya. Royalti untuk pencipta lagu sebesar
5,4% untuk bentuk rekaman kaset dan 3,78% untuk yang berbentuk CD. Jumlah
itu akan dibagi pada seluruh pencipta lagu yang ada dalam satu kaset rekaman
lagu-lagu barat. Pembayaran dengan cara royalti di ataslah yang paling banyak
digunakan dalam memproduksi rekaman lagu-lagu barat dalam bentuk kaset, CD,
VCD dan DVD.
E. Kesimpulan
Selama ini pandangan orang tentang perlindungan hak terkait hanya tertuju
pada upaya pemberantasan pembajakan. Padahal, pembajakan hanya satu bentuk
kejahatan hak cipta, terkait hak perbanyakan ciptaan. Selain hak perbanyakan,
bagian terbesar hak ekonomi pencipta yang justru terabaikan dari segi
perlindungan adalah hak mengumumkan (performing right). Di bidang lagu, hak
mengumumkan bisa dijabarkan menjadi hak menyanyikan atau mempertunjukkan
lagu di tempat umum, memperdengarkan di tempat hiburan, menyiarkan lagu
lewat televisi atau radio, dan menggunakan lagu sebagai ring tone atau ring back
tone telepon seluler.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
tindakan mengumumkan lagu harus mendapat izin dan membayar royalti.
Meskipun Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan ancaman penjara dan denda
cukup berat, kenyataannya ketentuan tersebut tidak berdaya guna menjerat orang-
orang yang menggunakan (mengumumkan) lagu untuk kepentingan komersial dan
tanpa izin.
Pembajakan hak cipta di Indonesia sudah sangat membahayakan bagi
kreatifitas bangsa. Pembajakan akan menurunkan semangat para pencipta lagu
yang mengakibatkan pembajakan membuat para pencipta malas membuat karya
baru karena mereka tidak memperoleh royalti. Negara juga tidak memperoleh
pendapatan dari pajak. Tak hanya itu, investasi asing di bidang seni dan perangkat
lunak juga menurun. Yang terjadi di sini bukan copyright tapi right to copy. Maka
dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah pertama meningkatkan kesadaran
masyarakat sebagai konsumen tentang pentingnya penghargaan terhadap hak
cipta, sehingga membeli karya-karya bajakan merupakan perbuatan melanggar
hukum hak cipta. kedua dari sisi para pembajak sebagai produsen karya-karya
bajakan adalah hal yang sangat penting untuk diberantas.
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